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BAB 1
PENDAHULUAN

Sejak lahirnya Orde Baru ( Yahun 1966) yang ber

tekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
perhatian masyarakat terhadap kehidupan hukum semakin
meningkat. TAP MPR Nomor II/MPR/1985 tentang Garis Ga-
ris Besar Haluan Negara dalam Bab IV tentang Pola Umum
Pelita Keempat huruf D yaitu tentang hukum, direncana-
kan bahwa 2 '

a.

by

Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum

Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945,

Pembangunan dan pembinaan hukum di arahkan agar da-

pat 2

1, Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah
dicapais

2, Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga
setiap anggota dapat menikmati suasana serta ke-
tertiban dan kepastian hukum yang berintikan ke-
adilang

3, Lepih memberi dukungan dan pengamanan kepada upa
ya pembangunan untuk kemakmurang

Dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini skan di

lanjutkan useasha-.usaha untuk 2

1, Meningkatkan dan menyempurnskan pembinaan hukum
nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan
antara lain mengadakan kodifikasi serta unifika-
si hukum di bidang-bidang tertentu dengan memper
hatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam ma
syarakat;

2. Menetapkan kedudukan dan peranan badan-badan pe-
negak hukum sesual dengan fungsi dan wewenangnya
masing-masings

3, Memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum ser
ta Kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra

1



dan wibawa hukum serta aparatipenegak hukum;

4, Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan
pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat
yang kurang mampus

5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlu-
kan untuk menunjang pembangunan bidang  hukum,

Dalam rangka pembangunan hukum nasional TAP MPR
Nomor II/MPR/1983 menjadi landasan dan tujuan setiap
uszha pembaharuan hukum, termaguk pembzharuan = hukum
di bidang hukum pidana, '
Pembaharuan hukum pidana dila kukan secara menyeluruh ,
yvaitu harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil
(substansif), hukum pidana formil (hukum acara pidana},
dan hukum pelaksanaan pidana (straf vollstreckuengsge -
setz)‘.’-l

Di bidang hukum pidana formil (hukum acara pida.
rta) pemerintah telah berhasil menyusun Kitab Undang-Un.
dang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan dalam
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHAP tersebut adalah
KUHAP vang bersifat nasional sebagai pengganti HIR( Het
Herziene Inlandsch Reglement) yang merupskan produk hu-
kum warisan jaman Hindia Belanda, Sebagai produk hukum
nasional KUHAP disusun berdasarkan pandangan hidup dan
falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagal landasan -
idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionil,
Dalam sala h satu pertimbangannya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 menyebutkan :

Bahwa Pembangunan hukum nasional yang demikian -
itu di bidang hukum acara pidana adalah agar mae
syarakat menghayati hak dan kewajibannya dan un-
tuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak -
hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing -
masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan per-
lindungan terhadap harkat dan martabat manusiz ,
ketertiban serta kepastian hukum bagi terseleng-
garanya negara hukum sesuai dengan UUD 1945,

1) Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat
(Bandung, Sinar Baru, 1983), hal,®©0,




Dilinat dari pertimbangan tersebut Undang.undang No-
mor 8 Tahun 1981 mengharapkan agar masyarakat meng-
hayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dari
suatu negara hukum, Di samping itu juga diharapkan -
peningkatan sikap para penegak nukum demi tegaknya
hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia, kKetertiban serta kepastian  hukum,
Asas perlindungan ternhadap narkat dan martabat ma-
nusia ini merupakan ciri yang menonjol dari KUHAP,
Dalam simposium "Kebangkitan semangat '66 menjelajah
tracee baru" negara hukum Indonesia mempunyai ciri-
cirli : menjunjung tinggi hak asasi manusia, menga -
kul adanya peradilan yang bebas dan legalitas  baik
dalam arti formil maupun materiiljz) )

Asas perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia ini bertitik tolakndari "asas pra duga - tak
bersala h" ' (presumption of innosence) yang sudah ada
pengaturannya dalam Undang-Undang No,14 tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim-
an, Pasal 8 yang isinya sebagal berikut 2

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, dita-
han, dituntut dan atau dihadapkan di depan -
Pengadilan, wajib dia nggap tidak bersalah se
belum adanya putusan pengadilan yang menyata-
kan kesala hannya dan memperoleh kekuatan hu-
kum yang tetap,"

Apabila kita ba ndingkan antara HIR dan KUHAP meski.
pun materi yang diatur adalah sama yaitu tentang hu-
kum acara pidana, akan tetapi KUHAP menunjukkan ada-
nya perkembangan sehubungan dengan asas perlindungan
terhadap hak asasi manusia tersebut, Perkembangan
itu depat dilihat dengan lahirnya lembaga-lembaga ba
ru yang menjamin perlindungan hak asasi manusia,
Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

2) Oemar Seno Adji, Hukum (Acara Pidana Dalam
Prospeksi, Jakarta, Erlangga 1978) hal,242,




pra peradilan

- bantuan hukum

- ganti kerugian dan rehabilitasi

pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan
pengadilan

Menurut Oemar Seno Adji, KUHAP sebagai hukum nasio -
nal dengan mengadakan eksemtasi terhadap hak.hak a-
sasi manusia dari mereka yang terlibat dalam suatu
proses pidana mempunyai karakteristik bahwa KUHAP
mengandung suatu reform dan inovasiﬁ:B)

Dari beberapa lembaga baru tersebut penulisl-
ingin mengetahui lebih Jauh dengan mengadakan pene -
- litian tentang pelaksanaan dari lembaga pengawasan
dan pengamatan pelaksanasn putusan pengadilan dalam
kaitannya dengan sistem peradilan pidana, Pelaksana-
an putusan pengadilan (eksekusi) tetap dilaksanakan
oleh Jjaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP,
yang iginya sebagai berikut :z

"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mem-

- punyal kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh
Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan sa -
linan sura t putusan kepadanya,"

Selanjutnya dalam KUHAP diatur tentaﬁg pengawasan dan
pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut,
yang dilakukan oleh BHekim Khusus yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 2 (dua)ta -
hun,

Pasal 277 KUHAP

1), "Pada setiap pengadilan Negeri harus ada
hakim Ka ng diberi tugas khusus untuk mem -
bantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan
pengamatan terhadap putusan pengadilan yang
menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan"

*

5) Ibid, hal. 242,



2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
vang disebut haskim pengawas dan pengamat,di
tunjuk oleh Ketua untuk paling lama 2 tahun" -

Selama ini tugas pelaksanaan pidana menjadi tugas ba-
gi Lembaga Pemasyarakatan, Dalam Lembaga Pemasyarakat
an ini para nara pidana mendapat pembinaan dan bime
bingan, Isi Pasal 277 KUHAP menunjukkan bahwa  hakim
pengawas. dan pengamat mempunyai tugas khusus yaitu
membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pe -
ngawas dan pengamatan eksekusi, Sedangkan tugas dan
sekaligus manfaat dari hakim pengawas dan  pengamat
ini dia tur dalam pasal 280 KUHAP, yang isinya seba -

gai berikut :
(1) : "Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pe -
ngawasan guna memperoleh kepsstian bahwa pu-

tusan pengadila n dilaksanakan sebagaimana
mestinya¥,

(2) : "Hakim pengawas dan peggamat mengadakan pe -
ngamatan untuk bahan penelitian demi ketetap
an yang bermanfaat bagl pemidanaan yang di
peroleh dari pelaku nara pidana atau pembina
an lembaga pemasyarakatan serta pengaruh tim
bal balik terhadap nara pidana selama menja-
lani pidananya', '

(3): "Pengamatan sebagaimana dimsksud dalam ayat
(2) tetap dilaksanszkan setelah terpidana se-
lesal menJjalani pidananya,™

(4) s "Pengawasan dan pengamatan sebagaimana di
maksud dalam Pasal 277 berlaku pule bagi pe-
midanaan bersya rat,"

Tugas pengawasan dan pengamatan ini sangat pen-
ting, mengingat tugasnya tidak hanya berkaitan dengan
terpidana yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan,
tetapi juga terhadap terpidana yang telah selesai men
jalani pidananya, bahkan terhadap terpidana yang  di
jatuhi pidana bersyarat, Dala m Surat Keputusan Men -
teri Kehakiman No,M,01 PW 07 pengawasan yang dimaksud
adalah agar supaya terdapat jaminan bahwa putusan
yvang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan se-



bagaimana mestinya, Sela njutnya dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung No,7 Tahun 1985 dijelaskan bahwa inti
pengertian pengawasan ditujukan kepada jaksa dan
petugas lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat di
katakan tugas pengawasan ini hanyalah dilakukan se-
cara administratif saja,

Sedangkan inti pengamatan ditujukan kepada
masalah pengadilannya sendiri sebagai bahan peneliti
an yang akan datang; sehingga pengamatan lebih lan -
Jut ditujukan kepada nara pidana itu sendiri, Apabila
dilihat arti tugas pengamatan ini yang menitik berat
kan pada perilaku nars pidana maka dapat dikatakan -
bahwa tugas pengamatan ini ada kaitannya dengarn ma-
sala h individua lisasi pidana, Dalam individualisa-
si pidana dikehendaki bahwa dalam pemidanaan memper.
hitungkan sifat.sifat dan keadaan si pembuat, Jadi
hasil pengawasan dan pengamatan ini bermanfaat bagi
baik nara pidana yang bersangkutan maupun bagi pemi-
danaen yang akan datang , Karena penjatuhan pidana
kepada seorang terdakwa . itu mempunyal tujuan, dan
tujuan pemidanaan menurut Sudarto dapat dibedskan se
ba gal berikut : .

a, pembalasan, pengimbalan atau netribusi;
b, mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan
masyarakat,

Sela njutnya tujuan pemidanaan yang kedua (b)
dijelaskan sebagai berikut :

"Pidana tidak ditujukan demi pidana itu sendiri,
melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat,ia-
lah untuk melindungi masyarakat atau untuk pe-
ngayoman, Bagaimana tujuan itu dapat dicapai de-
ngan pidana? Pidana mempunyai pengaruh terhadap
yang dikenai dan di samping itu Jjuga mempunyai
pengaruh terhadap masyaraskat pada umumnya,

“) Sudearto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung
Alumni, 1981) hal, 83, '




FPengaruh yang disebut pertama biasanya dinama -
kan prevensi spesial (khusus) dan yang kedua
prevensi general (umum)",
Jadi kalau melihat tujuan pemidanaan tersebut  tugas
hakim pengawas .= dan pengamat ini tidak lepas dari
tujuan pemidenaan yang berorientasi pada narapidana -
itu sendiri dan Juga bertujuan untuk melindungi  ma-
syarakat, Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh
hakim itu mengandung Jjuga tujuan pemidanaan sehingga
pelaksanaannya perlu mendapat pengawasan dan pengamat
an agar dapat tercapai tujuannya, Dari pokok pikiran
ya ng demikian itu timbul permasalshan-permasalahan -
sebagai berikut 2
1, Sampai seberapa jauh urgensi adanya lembaga hakim
pengawas dan pengamat ?
2, Bagaimanakah pelaksanaan tugas hakim pengawas dan
pengamat 7
3, Faktor-fektor apa saja yang merupakan hambatan da-
lam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat?
4, Sampa i seberapa jauhkah pengaruh hasil penelitian
hakim pengawas dan pengamat selama pengawasan dan
pengamatan terhadap putusan pengadilan atas diri
narapidana ? '





